
 

 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK 
 

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN PONTIANAK 
 

NOMOR   14   TAHUN  2010 
 

TENTANG  
 

RETRIBUSI TERMINAL  
 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 
 

BUPATI PONTIANAK, 
 

 

Menimbang  : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu 
dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pontianak Nomor Nomor 03 Tahun 1992 tentang Retirbusi Terminal 
Angkutan Penumpang dan Barang; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf b,  perlu  membentuk Peraturan Daerah Kabupaten  
Pontianak tentang Retibusi Terminal;  
 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara 

Pidana  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 
3209 ); 

 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 4189 ); 

 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4389); 

 
5. Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor  4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang– Undang  Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4844) ; 

  

 



 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara  Pusat dan Daerah  ( Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor  4438 ): 

 
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan ) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 

 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun 1985 tentang 

Kewenangan  Penyidikan    terhadap  Pelanggaran  Lalu Lintas  
dan Angkutan  Jalan Raya  ( Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1985 Nomor 54  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3304 ) ; 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 

Jalan    (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1993 Nomor 
58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor    
3527 ); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor di Jalan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3528 ); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana 

dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3529 ); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan 

dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
1993 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3530 ); 

 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Pontianak  (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak  
Tahun 2008  Nomor  1 ).   

  
Dengan Persetujuan bersama  

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  

dan  
BUPATI PONTIANAK  

  
MEMUTUSKAN :  

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH  TENTANG RETRIBUSI TERMINAL. 

 
BAB 1  

KETENTUAN UMUM  
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak. 



 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati  dan perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

 
3.    Bupati adalah Bupati Pontianak. 
 
4.    Dinas  adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pontianak. 
 
5.    Angkutan adalah pemindahan orang dan / barang dari satu tempat ke tempat lain 

dengan menggunakan kendaraan. 
 
6.    Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan 

bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 
 
7.    Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik 

yang berada pada kendaraan itu. 
 
8.    Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dipungut bayaran. 
 
9.    Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan 

menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan 
pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan suatu wujud simpul jaringan 
transportasi. 

 
10. Terminal Penumpang  merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan  

menurunkan dan atau menaikan penumpang, perpindahan intra dan / atau antara 
moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan 
umum. 

 
11.   Terminal barang merupakan prasarana trasportasi jalan untuk keperluan  

membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan / atau antara moda 
transportasi. 

 
12.   Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 

sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk 
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 

 
13.    Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) 

tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun 
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 

 
14.    Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil 

penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus. 
 
15.    Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas 

pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis 
umum dan mobil angkutan barang dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

  
16.    Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat 
pula disediakan oleh sektor swasta. 

 
17.    Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.  

 
18.    Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 

bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu. 
  
19.    Kupon karcis adalah bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan 

penumpang umum dan barang pada saat memasuki terminal atau tempat 
pemberhentian. 

 
20.    Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat 

ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang 
terutang. 

 
 



 

 
21.    Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

 
22.    Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi 
yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

 
23.    Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk 

melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

 
24.    Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

 
25.    Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 

mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan Retribusi. 

 
26.    Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana 
dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 
 

BAB II 
 

RETRIBUSI 
 

Bagian Pertama  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

 
Pasal  2 

 
Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi atas penyediaan terminal yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.  

 
 

Pasal 3 
 
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan 

penumpang dan bis umum, kendaraan angkutan barang, tempat kegiatan usaha, 
dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau 
dikekola oleh Pemerintah Daerah. 

 
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, 
BUMD, dan pihak swasta.  

 
 

Pasal 4 
 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan terminal sebagai 
tempat parkir dan tempat kegiatan usaha serta menggunakan fasilitas lainnya di 
lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

          
 
 



 

               Bagian Kedua 
              Golongan Retribusi 

 
             Pasal 5 

Retribusi Terminal  digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. 
 

 
BAB III 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
  

Pasal  6 
 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan dan jangka 
waktu pemakaian fasilitas terminal.    
 

BAB IV 
PRINSIP  YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR 

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
 

Pasal 7 
 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditentukan pada tujuan untuk 
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima 
oleh pengusaha sejenis yang dilakukan  secara efisien dan berorientasi pada harga 
pasar, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 
 

 
BAB  V 

 STRUKTUR  DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
 

Pasal 8 
 

(1) Besarnya pungutan  retribusi angkutan penumpang umum untuk sekali masuk 
terminal ditetapkan sebagai berikut ; 

 
a. Mobil Bus Antar Negara               Rp  4.000,-  (empat ribu rupiah) 
b. Mobil Bus Antar Kota antar          Rp  3.000,-  (tiga ribu rupiah) 

Propinsi 
c. Mobil Bus Antar Kota dalam        Rp  1.500,-  (seribu lima ratus rupiah) 

Propinsi 
d. Mobil Bus dalam Kota                  Rp  1.000,-  (seribu rupiah) 
e. Mobil Bus Angkutan Pedesaan    Rp  1.000,-  (seribu rupiah) 
f. Mobil Penumpang Angkutan        Rp     500,-  (lima ratus rupiah) 

Pedesaan                               
g. Mobil Penumpang Angkutan        Rp     500,-  (lima ratus rupiah) 

Dalam Kota 
 
(2) Besarnya pungutan retribusi angkutan barang  untuk  sekali masuk terminal 

ditetapkan sebagai berikut : 
 

a. Mobil Truck / Mobil Box /               Rp  1.500,-  (seribu lima ratus) 
Mobil Tanki/ Mobil Trailer 
(roda enam keatas) 
 

b. Mobil Pick Up / Mobil Box              Rp  1.000,-  (seribu rupiah) 
(roda empat) 

 
(3) Besarnya pungutan retribusi penggunaan fasilitas terminal sebagai tempat usaha/  

kios dan jasa lainnya, ditetapkan sebagai berikut: 
 

a. Tempat usaha/kios ditetapkan sebesar Rp 5.000/M2/Bulan 
b. Gerobak  dorong dan/atau  tenda sebesar Rp  2.000,- (dua ribu rupiah) / hari 

 


